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3. Ruang Lingkup 

a. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026; 

b. Penyusunan KUPA-PPAS Tahun 2026;  

c. Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2027. 

4. Dasar 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Keuangan Daerah;  

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah;  

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman  

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;  

g. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

5. Isi Edaran 

A. PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026 

1) Kebijakan Umum 

a) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan secara 

bersamaan dengan Penyusunan Rancangan KUPA-PPAS / 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Renja SKPD 

Tahun 2026.  
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b) Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD dapat dilakukan 

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 

perkembangan keadaan, meliputi:  

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan 

asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi 

daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan 

RKPD berkenaan; dan/atau 

(2) Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) harus digunakan untuk tahun berjalan.  

c) Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi 

dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar 

biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi setelah RPJMD ditetapkan.  

d) Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja SKPD/ Unit 

Kerja. 

e) Perubahan program/kegiatan/sub kegiatan mempertimbangkan:  

(1) Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD/ Unit Kerja Kota Surakarta 

Tahun 2026 Triwulan I;  

(2) Mengakomodir pergeseran belanja dalam izin mendahului 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;  

(3) Mengakomodir Program Strategis Nasional (ProSN) yang 

merupakan penerjemahan program/proyek dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang mencakup prioritas 

nasional strategis serta menjadi tanggung jawab pemerintah 

daerah dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan 

pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan fokus 

pengawasan pada 5 (lima) program, yaitu: Penanggulangan 

Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Kesehatan untuk Semua, 

Perluasan Akses Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi; 
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(4) Pemenuhan Belanja Operasi SKPD/ Unit Kerja sampai dengan 

akhir tahun, dengan mempertimbangkan asas rasionalitas, 

ekonomi, efektif dan efesien;  

(5) Sinkronisasi prioritas belanja antara pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Tahun Anggaran 

2026;  

(6) Sinkronisasi prioritas belanja APBD Tahun Anggaran 2026  

meliputi: 

(a) Visi dan Misi Kepala Daerah melalui Program Unggulan  

Wali Kota-Wakil Wali Kota Tahun 2026-2030 berdasarkan 

RPJMD Tahun 2025-2029; dan 

(b) KUA–PPAS/ APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(7) Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan 

penganggaran, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 

2026 mengakomodir satu kali Pergeseran Anggaran Mendahului 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 guna menindaklanjuti: 

(a) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

372 Tahun 2025 tertanggal 22 Desember 2025 tentang 

Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 

Anggaran 2025 dalam rangka Dukungan Pendanaan 

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi 

Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah; 

(b) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 

Tahun 2025 tertanggal 19 Desember 2025 tentang Alokasi 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Provinsi 

Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2025; 

(c) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

S/900/1/2026 tertanggal 13 Januari 2026 tentang 
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Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2026; dan 

(d) Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor  B/900.1.14.3/2/2026 

tertanggal 15 Januari 2026 tentang Pemberitahuan Kurang 

Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 

kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 

2025. 

(8) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan 

pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektifas, 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam 

perencanaan program dan kegiatan perlu koordinasi lintas 

instansi/Perangkat Daerah guna menghindari adanya duplikasi 

anggaran dan tumpang tindih kewenangan.  

(9) Penyusunan Perubahan Renja SKPD/ Unit Kerja Tahun 2026, 

RKA-Perubahan KUPA-PPAS/ APBD Tahun Anggaran 2026 dan 

KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam pemilihan nomenklatur 

program/kegiatan/sub kegiatan perencanaan dan anggaran 

serta penempatan pemilihan kode rekening pendapatan, belanja 

dan pembiayaan daerah mempedomani Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Hal ini 

untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan anggaran 

daerah, agar tidak terjadi potensi temuan atas pelaksanaan 

APBD Tahun Anggaran 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2026 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

2) Dokumen Perencanaan 

a) Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD/Unit Kerja Triwulan I 

Tahun 2026.  

b) Penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD/ Unit Kerja Tahun 

2026 berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja 

SKPD/ Unit Kerja Triwulan I. 
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c) SKPD menyusun Dokumen Perubahan Renja SKPD/ Unit Kerja Tahun 

2026 dengan sistematika sebagai berikut: 

(1) Bab I : Pendahuluan 

(2) Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun 

2026 (mencakup SKPD/Unit Kerja)  

(3) Bab III : Rencana kerja dan pendanaan SKPD 

(mencakup SKPD/Unit Kerja)  

(4) Bab IV : Penutup 

d) Form Renja Perubahan-SKPD/Unit Kerja penyusunan RKA 

Perubahan-SKPD/Unit Kerja Tahun Anggaran 2026 di-input 

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

Republik Indonesia (SIPD-RI) yang dapat diakses melalui https://sipd-

ri.kemendagri.go.id.  

e) Form Penyempurnaan Renja - SKPD/Unit Kerja penyusunan RKA - 

SKPD Unit Kerja Tahun Anggaran 2027 menggunakan aplikasi Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang 

dapat diakses melalui https://sipd-ri.kemendagri.go.id. 

B. PENYUSUNAN RANCANGAN KUPA-PPAS/ PERUBAHAN APBD TAHUN 

ANGGARAN 2026 DAN KUA-PPAS TAHUN 2027 

1) Pendapatan Daerah 

a) Pendapatan Asli Daerah 

(1) Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara 

bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh 

dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka 

menghasilkan pendapatan tersebut.  

(2) Pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar 

hukum penerimaannya, termasuk dalam hal ini SKPD dan Badan 

Usaha Milik Daerah agar menyesuaikan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendasarkan pada 

potensi PAD yang dapat dipungut sampai dengan akhir tahun 

2025 dan proyeksi tahun 2026 dengan memperhitungkan 

https://sipd-ri.kemendagri.go.id/
https://sipd-ri.kemendagri.go.id/
https://sipd-ri.kemendagri.go.id/
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pertumbuhan ekonomi dan kondisi geopolitik nasional dan 

global.  

(3) Target pendapatan pajak dalam KUPA-PPAS/Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2026 agar memperhitungkan realisasi tahun 

2025, realisasi sampai dengan semester I tahun  2026 serta 

potensi sampai akhir tahun 2026 dengan memperhitungkan 

dinamika pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026. Sedangkan 

target pendapatan pajak daerah tahun 2027 memperhitungkan 

target dalam RKPD Tahun 2027 dan proyeksi pertumbuhan 

ekonomi tahun 2027, implementasi Peraturan Daerah tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah serta isu politik maupun situasi 

ekonomi nasional lainnya.  

(4) Target pendapatan retribusi dalam KUPA-PPAS/Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2026 agar memperhitungkan realisasi 

semester I tahun 2026 dan proyeksi sampai dengan akhir tahun 

yang dapat teraih. Sedangkan target pendapatan retribusi tahun 

2027 agar memperhitungkan dengan beberapa kebijakan 

belanja tahun 2027 yang dapat memengaruhi potensi 

pendapatan tahun 2027, termasuk dalam hal ini beberapa jenis 

objek retribusi yang mengalami penyesuaian setelah 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah.  

(5) Perubahan rencana pendapatan dari Bagi Hasil Laba 

Perusahaan Milik Daerah berpedoman pada Keputusan Wali 

Kota tentang pengesahan laporan keuangan BUMD Tahun 2025. 

Guna hal tersebut maka seluruh BUMD milik Pemerintah Kota 

Surakarta (Perumda PDAM, Perseroda BPR Bank Solo, 

Perumda PAU Pedaringan, Perumda TSTJ) serta PT. Bank BPD 

Jateng (Perseroda) dan PT. BPR BKK Jateng agar 

menyampaikan rencana pendapatan yang akan disetorkan ke 

kas daerah dilampiri dengan pengesahan laporan keuangan 

tahun 2025 setelah diaudit. Sedangkan target bagi hasil 
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kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusahaan Daerah 

(Perusda) tahun 2026, agar disesuaikan dengan target dalam 

rencana strategi bisnis Perusda Tahun 2026. Hal ini untuk 

menjamin sinkronisasi target bagi hasil kekayaan daerah yang 

dipisahkan perusda dengan penyertaan modal perusda yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah.  

(6) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah 

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-

lain PAD yang Sah, objek dan rincian objek sesuai kode rekening 

berkenaan.  

(7) Pendapatan dari Penempatan Baru Los/ Kios Pasar 

dianggarakan pada kelompok PAD, jenis pendapatan retribusi 

daerah.  

(8) Pendapatan BLUD dianggarkan pada Kelompok PAD, jenis Lain-

lain PAD yang Sah, objek dan rincian objek sesuai kode rekening 

berkenaan. BLUD agar menyesuaikan saldo kas BLUD Tahun 

Anggaran 2025, untuk ditampung dalam KUPA-PPAS/ 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mempedomani 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Tahun Anggaran 2025 (audited). Termasuk dalam hal ini 

adalah adanya potensi pendapatan yang akan diterima oleh 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari sumber dana diluar 

PAD sampai akhir tahun 2026, agar dapat diestimasi untuk 

selanjutnya ditampung dalam perubahan Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) BLUD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

pendapatan BLUD dalam KUPA-PPAS/Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2026. Sedangkan target pendapatan BLUD Tahun 

Anggaran 2027 mempedomani target-target pendapatan BLUD 

sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2027. 

b) Pendapatan Transfer 

(1) Pendapatan Transfer Pusat  

- Pendapatan Transfer Pusat digunakan untuk menampung 

pendapatan dana dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan 
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dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.  

- Jika terdapat perubahan pendapatan transfer dari 

pemerintah pusat setelah perda Perubahan APBD 

ditetapkan, akan diakomodir dalam Perubahan Penjabaran 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya 

ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD 

Tahun Anggaran 2026.  

- Pendapatan Transfer Pusat dalam rancangan KUA-PPAS/ 

APBD Tahun Anggaran 2027 diasumsikan sama dengan 

pendapatan transfer dalam Perda APBD Tahun Anggaran 

2026, sambil menunggu Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD) Tahun Anggaran 2027 yang ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan. Selama belum ada dasar 

hukum atas kepastian dana transfer pusat, khususnya atas 

dana earmark, belum diakomodir dalam penyusunan KUA-

PPAS/ APBD Tahun Anggaran 2027.  

(2) Pendapatan Transfer Daerah  

- Pendapatan Transfer Daerah digunakan untuk menampung 

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 

Daerah Lainnya.  

- Dalam KUPA-PPAS/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2026 agar diperhitungkan potensi kurang salur Dana Bagi 

Hasil (DBH) Provinsi Tahun 2026 dan adanya penyesuaian 

dana bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2026.  

- Dalam rancangan KUA-PPAS/APBD Tahun Anggaran 2027, 

DBH Provinsi diasumsikan sama dengan pendapatan DBH 

dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2026, sedangkan atas 
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dana bantuan keuangan provinsi dapat dialokasikan 

sepanjang terdapat kepastian sumber hukum dari 

pemerintah provinsi atas rincian dana bantuan keuangan 

provinsi kepada Kota Surakarta Tahun Anggaran 2027. 

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah digunakan untuk menampung 

Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Hibah, Dana Darurat dan 

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, antara lain: 

(1) Pendapatan Hibah merupakan sumber penerimaan yang 

bersumber dari hibah pemerintah pusat ataupun pemerintah 

daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar 

negeri yang tidak mengikat untuk menunjang penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah. Penganggaran belanja hibah 

dapat dilakukan jika terdapat kepastian dari pemberi hibah 

disertai dengan dasar hukum yang melandasinya.  

(2) Dana darurat merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada 

pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai 

keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak 

mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui dana 

APBD. Penganggaran dana darurat mempedomani kebijakan 

APBN Tahun Anggaran 2026 serta kepastian sumber dana 

APBN. 

2) Belanja Daerah 

a) Belanja Operasi 

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

Belanja Operasi direncanakan dengan rincian dan ketentuan sebagai 

berikut: 

(1) Belanja Pegawai 

(a) Dalam KUPA-PPAS/Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2026, SKPD agar mencermati dan menghitung ulang 
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beban gaji sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 

2026, termasuk antisipasi atas adanya kenaikan 

pangkat/golongan pegawai tahun 2026, termasuk dalam 

KUPA-PPAS/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 

mengakomodir pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas 

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 

Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima 

Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.  

(b) Proyeksi Gaji PNS Tahun Anggaran 2027, dihitung dengan 

memperhatikan peraturan penggajian PNS Tahun 2027 dan 

memperhatikan realisasi pembayaran gaji sampai bulan 

Mei 2026 serta penambahan accres sebesar 2,5% untuk 

mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan 

pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah 

pegawai akibat adanya mutasi. Penganggaran gaji PNS 

diperhitungkan sampai dengan 14 (empat belas) bulan 

untuk THR dan Gaji Ketiga belas. 

(c) Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 

4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 

Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Wali Kota 

Surakarta Nomor 841.1/70 Tahun 2023 tentang Besaran 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 

2023. Dalam merencanakan tambahan penghasilan 

dihitung berdasarkan jumlah ASN ditambah accres 2,5% 

untuk mengantisipasi adanya kenaikan pangkat dan 

penambahan jumlah pegawai/ mutasi.  
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(d) Penganggaran belanja gaji dan tunjangan Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota serta biaya penunjang operasionalnya 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 

2000.  

(e) Penganggaran belanja hak keuangan dan administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2017 beserta perubahannya, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017. 

(2) Belanja Barang dan Jasa 

(a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang 

dari 12 (dua belas) bulan dan tidak menambah nilai 

aset/modal, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan 

atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.  

(b) Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, SKPD 

agar memperhatikan surat pertanggungjawaban (SPJ) 

yang telah dilakukan agar tidak terjadi pergeseran pada 

mata anggaran yang sudah ada realisasinya 

(pencairan/SPJ).  

(c) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak 

habis pakai, dan barang bekas dipakai yang tidak diakui 

sebagai aset.  

(d) Uang transport peserta pada acara yang dilaksanakan oleh 

SKPD, dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.  

(e) Belanja pemeliharaan dapat dianggarkan/dilaksanakan 

dengan 2 (dua) pilihan metode: 

- Pemeliharaan yang dilaksanakan secara swakelola 

pengalokasian anggarannya dirinci sesuai kebutuhan 

belanja, yaitu untuk upah pada kode rekening jasa 
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pertukangan dan untuk material pada kode rekening 

bahan/material;  

- Pemeliharaan yang akan dilaksanakan secara 

kontraktual dialokasikan anggarannya pada kode 

rekening belanja pemeliharaan. 

(f) Penganggaran belanja Uang yang Diberikan Kepada 

Masyarakat/Pihak Lain diberikan untuk: 

- Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;  

- Penghargaan atas suatu prestasi;  

- Pemberian beasiswa kepada masyarakat;  

- Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat 

penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk 

pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional 

dan non proyek strategis nasional sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang 

penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

- Belanja fasilitasi premi asuransi pertanian dan/ atau 

belanja barang dan jasa berupa pemberian uang 

lainnya yang diamanatkan oleh peraturan peundang-

undangan. 

(g) Pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan peran serta 

masyarakat seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), 

Karya Bhakti Desa/Kelurahan (KBD), dan Gelar Seni 

Budaya tingkat wilayah Kecamatan dan Kelurahan 

dilaksanakan secara swakelola tipe IV dengan 

menggunakan akun Belanja Jasa yang Diberikan 

Kepada Masyarakat.  

(h) Pengadaan barang yang dialokasikan pada belanja barang 

dan jasa adalah pengadaan barang yang mempunyai nilai 

per satuan barang/per unit kurang dari Rp1.000.000,00 

(satu juta rupiah) serta pengeluaran untuk gedung dan 
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bangunan yang mempunyai nilai kurang dari 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pengecualian atas 

hal tersebut adalah untuk pengeluaran belanja tanah, 

jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi 

buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tetap 

dialokasikan pada belanja modal.  

(i) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan 

jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan 

antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa 

rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa 

alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, 

konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), 

beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, 

dan bimbingan teknis PNS/PPPK. 

(j) Biaya rehabilitasi atas bangunan yang bukan milik 

pemerintah daerah dialokasikan pada akun Belanja Barang 

untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga Pihak Lain. 

Usulan biaya rehabilitasi tersebut harus didukung adanya 

surat/proposal permohonan bantuan dari pemilik bangunan 

(instansi pemerintah lain, badan, lembaga, organisasi 

masyarakat, kelompok masyarakat, individu). 

(k) Belanja Perjalanan Dinas agar direncanakan seefisien 

mungkin dengan melakukan pengendalian anggaran 

perjalanan dinas. Perjalanan dinas ditempuh hanya untuk 

kepentingan yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi 

dengan mempertimbangkan output dan outcome yang 

dihasilkan, baik untuk perjalanan dinas dalam negeri 

maupun perjalanan dinas luar negeri.  

(l) Uang transport bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya 

dapat diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas 

tertentu keluar kantor tidak menggunakan kendaraan 

dinas/ operasional. Penugasan tugas tertentu berdasarkan 

surat tugas dari pimpinan perangkat daerah. Uang 
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transport yang diberikan dalam bentuk uang dikenakan 

pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.  

(m) Biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi, 

undangan dan konsultasi dianggarkan pada kegiatan 

Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan 

"Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD". Sedangkan biaya perjalanan dinas dalam rangka 

studi banding/studi kaji/kunjungan kerja yang mendukung 

program/kegiatan dan mempengaruhi target capaian 

outcome kegiatan, dianggarkan pada sub kegiatan 

dimaksud disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan 

Daerah.  

(n) Pelaksanaan biaya perjalanan dinas menerapkan prinsip 

kebutuhan nyata (at cost) berpedoman pada Standar Harga 

Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 

2027. 

(o) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk 

kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNS (seperti 

pegawai non PNS, TKPK, staf khusus, siswa sekolah, 

kelompok masyarakat, pengrajin UMKM) dapat 

menugaskan personil yang bersangkutan dengan 

menggunakan belanja perjalanan dinas. Tata cara 

penganggaran dan pelaksanaannya berpedoman pada 

Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2026 dan 

Tahun Anggaran 2027. 

(p) Penganggaran untuk pengadaan barang yang akan 

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun 

anggaran berkenaan (termasuk berupa aset tetap/gedung), 

dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, objek 

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 

Masyarakat/ Pihak Ketiga, rincian objek Belanja Barang 
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Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga, 

dengan ketentuan: 

- Usulan anggaran harus didukung adanya surat 

permohonan/proposal dari masyarakat/pihak ketiga;  

- Usulan harus didukung data calon penerima yang 

terdiri dari nama, alamat dan jumlah barang/jenis jasa 

yang diterima;  

- Usulan anggaran harus dijelaskan jenis bantuan 

berupa hibah dalam bentuk barang atau bantuan sosial 

dalam bentuk barang;  

- Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sudah harus 

dicantumkan nama calon penerima yang terdiri: nama, 

alamat, jumlah barang yang akan diterima;  

- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak 

Ketiga/Instansi Pemerintah Lain dianggarkan sebesar 

harga beli/bangun barang ditambah seluruh belanja 

yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang 

sampai siap diserahkan (termasuk konsultan 

perencana, konsultan pengawas). Ketentuan tentang 

hibah barang/jasa yang akan diberikan kepada pihak 

ketiga agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(q) Penganggaran belanja konsultansi pada rekening belanja 

barang dan jasa digunakan untuk pekerjaan konsultan yang 

tidak bisa diatribusikan secara langsung ke dalam suatu 

aset tetap, contoh: konsultan penyusunan master plan, 

feasibility study (FS) dan konsultan pembuatan aplikasi 

komputer. 

(3) Belanja Hibah 

(a) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan 

dan pertanggungjawaban hibah yang bersumber dari 
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APBD berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Surakarta 

Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;  

(b) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan 

dan pertanggungjawaban hibah kepada pemerintah pusat/ 

instansi pemerintah pusat berpedoman kepada Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang 

Mekanisme Pengelolaan Hibah.  

(c) Perangkat daerah teknis pengelola hibah dan bantuan 

sosial melakukan verifikasi usulan hibah dari masyarakat 

meliputi rencana kegiatan, rencana biaya, persyaratan dan 

alamat lembaga/organisasi/kelompok.  

(d) Selanjutnya usulan hibah yang telah diverifikasi diusulkan 

oleh Kepala Perangkat Daerah kepada TAPD bersama 

usulan RKA-SKPD disertai Berita Acara Verifikasi Hibah 

oleh Perangkat Daerah.  

(e) Pemberian hibah adalah tidak wajib, tidak mengikat dan 

tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali 

ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(f) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum 

Indonesia dapat diberikan kepada badan dan lembaga 

yang berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Pemerintah Kota Surakarta dan/atau yang berkedudukan di 

luar wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta untuk 

menunjang pencapaian sasaran program/kegiatan/sub 

kegiatan Pemerintah Kota Surakarta.  

(g) SKPD pengelola hibah agar memilah hibah berupa uang 

dan hibah berupa barang/jasa.  
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(h) Termasuk dalam kategori hibah adalah bantuan 

operasional kepada partai politik. Besaran hibah kepada 

partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik. 

(4) Belanja Bantuan Sosial 

(a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 

risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan.  

(b) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan 

dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, 

rincian objek, dan sub rincian objek pada program, 

kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi 

perangkat daerah terkait.  

(c) SKPD pengelola bantuan sosial agar memilah bantuan 

sosial uang dan bantuan sosial berupa barang/jasa.  

(d) Pemberian bantuan sosial adalah tidak wajib, tidak 

mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, 

kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b) Belanja Modal 

(1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan 

aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan dan menambah nilai aset/ modal. 
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(2) Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, yang dianggarkan pada belanja modal adalah sebesar 

harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait 

dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut 

siap digunakan (dikapitalisasi). 

(3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran 

pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil 

pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi yang 

meliputi: 

(a) Pengeluaran untuk pengadaan per satuan peralatan dan 

mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari 

Rp 1.000.000,00-Rp 1.000.000.000,00;  

(b) Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan 

yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00(≥Rp 

1.000.000.000,00);  

(c) Nilai satuan minimum aset tetap dikecualikan terhadap 

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset 

tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang 

bercorak kesenian (berapapun nilai aset dimaksud 

dianggarkan dan dicatat dalam belanja modal). 

(4) Biaya yang dikapitalisasi dalam nilai belanja modal tersebut 

dianggarkan pada kode rekening belanja modal yang 

bersangkutan. Biaya yang dapat dikapitalisasi adalah: 

(a) Honor panitia/pejabat yang berkaitan langsung dengan 

proses pengadaan barang/jasa;  

(b) Biaya persiapan tempat, seperti biaya ganti rugi/pindah 

bongkar hunian, biaya pengurukan/perataan tanah, biaya 

pensertifikatan tanah;  

(c) Biaya pemasangan;  

(d) Biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas;  

(e) Biaya ATK, pengumuman lelang, penggandaan dan makan 

minum rapat. 



- 20 - 
 

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kota Surakarta  Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57111 

Telepon (0271)  644644, 666910, Website: surakarta.go.id, Email: walikota@surakarta.go.id 

 

Sedangkan biaya yang tidak dapat dikapitalisasi adalah: 

(a) Biaya peresmian;  

(b) Biaya pemindahan kantor sementara;  

(c) Biaya penghapusan aset;  

(d) Biaya perjalanan dinas dalam rangka proses pengadaan;  

(e) Honor tim survei, sosialisasi, teknis dan administrasi;  

(f) Biaya dokumentasi;  

(g) Biaya sewa tempat sementara.  

Apabila dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masih dijumpai adanya 

kesalahan pengalokasian anggaran agar disesuaikan dalam 

RKA-SKPD/Unit Kerja dalam rancangan KUPA-

PPAS/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. 

(5) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik 

daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik 

daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta 

ketersediaan barang milik daerah yang ada. Usulan belanja 

peralatan dan perlengkapan kantor setiap perangkat daerah 

harus melampirkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah (RKPBMD). 

(6) Penganggaran pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 

(empat) dan roda 2 (dua) selain kendaraan berat/kendaraan 

khusus dianggarkan pada BPKAD. Perangkat daerah yang 

memerlukan penambahan/ peremajaan kendaraan 

dinas/operasional dapat mengusulkan pengadaan kendaraan 

dinas/operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) kepada Wali 

Kota/Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala 

BPKAD.  

(7) Penganggaran pembangunan gedung kantor/gedung fasilitas 

umum pada lokasi baru harus telah mendapat persetujuan dan 

penetapan lokasi/tanah Hak Pakai oleh Wali Kota.  
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(8) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

diperkenankan sepanjang telah jelas rencana pemanfaatannya 

dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 

Tahun 2012.  

(9) Penganggaran pembangunan konstruksi bangunan harus 

didukung dengan dokumen perencanaan/DED.  

c) Belanja Tidak Terduga 

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran 

untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak 

dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan 

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta 

untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

3) Pembiayaan Daerah 

Usulan perubahan pembiayaan daerah direncanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Penerimaan Pembiayaan  

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2025 

mempedomani hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan melalui 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

Tahun Anggaran 2025. Sedangkan penganggaran SiLPA dalam KUA-

PPAS/APBD Tahun Anggaran 2027 diasumsikan moderat dengan 

memperhitungkan potensi lampauan pendapatan dan asumsi saldo 

belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2026.  

b) Pengeluaran Pembiayaan  

Mengakomodir penyertaan modal kepada Perusda yang sudah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaaan modal 

kepada BUMD, yang harus ditampung dalam KUPA-PPAS/ 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta KUA-PPAS/ APBD 

Tahun Anggaran 2027. 
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C. PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN 

Dokumen usulan Perubahan RKPD Tahun 2026, KUPA-PPAS/Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2026, Renja SKPD/Unit Kerja dan RKA-SKPD Tahun 

2027, meliputi: 

1) Form Perubahan Renja Tahun 2026 dan Renja Tahun 2027 SKPD/ Unit 

Kerja disampaikan kepada Wali Kota Surakarta c.q. Kepala Bappeda 

(Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah) rangkap 1 (satu) dan ternbusan Kepala BPKAD (Bidang 

Anggaran) rangkap 1 (satu); 

2) RKA-SKPD/Unit Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan RKA- 

SKPD/Unit Kerja Tahun Anggaran 2027 disampaikan kepada Wali Kota 

Surakarta c.q. Kepala BPKAD (Bidang Anggaran) rangkap 1 (satu) dan 

tembusan Kepala Bappeda (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah) rangkap 1 (satu);  

3) Bagi SKPD/Unit Kerja yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan (PPK) BLUD harus menyampaikan Perubahan RBA Tahun 

2026 untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan RBA BLUD 

Tahun 2027 untuk APBD Tahun Anggaran 2027, kepada Wali Kota 

Surakarta c.q. Kepala BPKAD (Bidang Anggaran) rangkap 2 (dua) dan 

dalam bentuk softcopy; 

4) Dokumen tersebut pada nomor 1, 2, dan 3 disampaikan paling lambat 

tanggal maksimal tanggal 6 Juni 2026 dalam bentuk hardcopy yang 

dilegalisasi;  

5) Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai 

sistematika agar disampaikan kepada Wali Kota Surakarta c.q. Kepala 

Bappeda (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah) rangkap 1 (satu) paling lambat tanggal 16 Juni 

2026 dalam bentuk hardcopy yang dilegalisasi dan softcopy;  

6. Penutup 

Dalam proses penyusunannya, seluruh perangkat daerah diharapkan 

menjunjung tinggi prinsip anti korupsi dengan mengedepankan transparansi, 

akuntabilitas, serta tidak melakukan penyimpangan dalam bentuk apa pun. 




